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Abstract. Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal
accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public
accountability which isinitiated by and aimed for the society. Severa studies found the effectiveness of
socia accountability in encouraging a more transparent government and awider public involvement. Those
studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government
openness, the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and
cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-
depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process,
including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the
local community groupsin the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness,
socia accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox
isused in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aimsto identify
the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the
Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase
the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulationsto
encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based
monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groupsin
conducting social accountability audit.
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Abstrak. Akuntabilitas sosial dalam perkembangan wacana akuntabilitas diyakini sebagai pendekatan untuk
menambal defisit akuntabilitas formal, baik akuntabilitas horisontal maupun akuntabilitas vertikal.
Akuntabilitas sosial adalah akuntabilitas publik yang secara langsung atau tidak langsung diinisiasi
masyarakat atau ditujukan kepada masyarakat. Banyak studi menemukan bahwa akuntabilitas sosial efektif
untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik lebih luas. Variabel
yang ditemukan berkontribusi membangun akuntabilitas sosial adalah derajad keterbukaan pemerintah;
densitas organisasi/kelompok komunitas dan tingkat kapasitasnya melakukan advokasi; lingkungan sosial,
politik, dan budaya, serta keterbukaan akses informasi publik. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan para aktor utama yang terlibat dalam proses pengambilan
keputusan anggaran, baik dari pemerintah, DPRD, dan kelompok wargalkomunitas lokal di Kabupaten
Karanganyar. Tulisan ini berpendapat bahwa di samping keefektifannya, akuntabilitas sosial juga
menimbulkan beberapa dampak yang kontraproduktif. Tulisan ini menggunakan istilah paradoks
akuntabilitas untuk mewakili penyalahgunaan dan resiko dari akuntabilitas sosial. Tulisan ini bertujuan
untuk mengidentifikasi praktek penyalahgunaan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah,
dengan kasus di Kabupaten Karanaganyar. Berdasar hasil dari kajian ini, ada beberapa persyaratan yang
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harus dipenuhi untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah, yaitu: (1) revis
kebijakan untuk mendorong transparansi informasi anggaran daerah; (2) pengembangan forum monitoring
dan dialog berbasis masyarakat; dan (3) peningkatan kapabilitas kelompok warga masyarakat untuk
melakukan audit akuntabilitas sosial.



